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ABSTRAK

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang stralegis, karena
penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas
terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Karena sebelum era
reformasi, birokrasi pemerintah  sangal  mendominasi  penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakab yang Menjad)
Ruang Lingkup Pelayanan Publik Rerdasarkan Undang-Undang Nomor 25 T ahun
2009 tentang Pelayanan Publik dan Bagaimanakah Standar Pelayanan Pemerintah
Terhadap Masyarakat berdasarkan Pasal 20 Ayat | Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
menguji dan mengkaji permasalahan  dengan berpangkal pada Peraturan
Perundangan yang berlaku

Simpulan, adapun ruang lingkup pelayanan publik terbagi atas dua yailu
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi sedangkan
standar pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah dimana pemerintah
wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan melihat kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Rekomendasi. terhadap aparatur pemerintah berkewajiban memberikan
playm puh[lk yang dilaksanakan semaksimal mung.km bagi yang
nembutuhkan berdasarkan standar pelayanan yang ada untuk menciptakan

kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Masyarakat, Pelayanan Publik, Standar Pelayanan
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A. Kesimpulan

BAB 1V
PENUTUP

Ruang Lingkup Pelayanan Publik Berdasarkan UUndang-Undang Nemor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Adapun ruang lingkup pelayanan publi terbagi atas dua yaitu pelayanan

barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi, scbagaimana

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal § Ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Pubiik yang nerpunyi :

2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendidikan. pengajaran. pekerjaan dan usaha tempat tinggal
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam.
pariwisata, dan sektor stratecis lainnya.

3)

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah; : .

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
suatu badan usaha vang modal pendiriannya sebagian atau
seluruinya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan : :
pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha
yang modal pendiriannya sehagian atau seluruhnya bersumber
dari  kekayaan negara dan/slau  hekayaan .duemh yang
dipisahkan, tetapi ketersediaann:a menjadi misi negara yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
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4) Pelavanan atas jas

4 pubhk sehgp
melhputi .

dimana dimaksud pada Avyag (1)
a. penyediaan jasg publik oleh ingt
atau seluruh danany I
belanja
daerah:
b. penyediaan jasa publik oleh
pendiriannya sehagian at

ANSE pemerintah yang sebagian
tdart anggaran pendapatan dan
garan - pendapatan  dan belanja

a bersumbe
negara dan/atay ang

lsiuulu badan usaha yang modal
au se a bers T ' ayiu
negara Qan'glau kekayaan du.r¢1lll1n:l.::;lui:;1::l]::[::: '] 1;:;111” o
¢. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dan
anggaran - pendapatan  dan belanja n;:gur;l atau  anggaran
pcnd':n?utml dan belanja daeral atau badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atay seiuruhnya bersumber dari kekayaan
negara ‘danf'nluu kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang- Undangan. .

2. Suandar Pelayanan Pemeriniah icrhadap Masyarakai Berdasarkan Pasai 20
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Adapun standar pelayanan publik terdapat pada Pasal 20 Ayat |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

meliputi :

a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan mcnetapkan  standar
pelayanan dengan memperhatikan  kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

b. Dalam menyusun dan menctapkan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan

masyarakat dan pihak terkait.

¢ Penyelenggara berkewajiban menecrapkan  standar  pelayanan

scbagaimana dimaksud pada Ayat (1.

Bllg Il' i srkai D ’aimﬂﬂﬂ LﬁmﬂkSlld
d' [ lku‘.serlaan masy:ﬂ' a I 5 3}

engan prinsip tidak diskriminatif, terkait

pada Ayat (2) dilakukan d
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